WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA

NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Menimbang

PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

bahwa dengan adanya perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor
81 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana
Strategis Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah
(RENSTRA-SKPD) Tahun 2016-2021 Di Lingkungan
Pemerintah Kota Blitar, maka Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Kota Blitar sebagaimana diatur
dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016
tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah
Kota Blitar perlu dilakukan penyesuaian dan
perubahan dengan tetap berpedoman pada
ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk

Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas

6




Mengingat

Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 tentang

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota
Blitar

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor
17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentan
Keuangan Negara {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 12 Tghun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomoer 244 Tambghan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapakali dirubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan




)

10.

11.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomol 48 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan
EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
itang Pengelolaan Keuangan Deaerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);




)

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara  Nomor  20/M.PAN/11/2008 tentang
Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomo! 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas s Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

A CALLNAL LAY Rad ¥ A %) 2 VA EL ORI L A LA LA ERE

Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Blitar Nomor € Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nemor
6);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan  Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor
6);




Menetapkan

18.

Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016
tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Tahun 2016-
2021 Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita
Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 81)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor
81 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana
Strategis Satuan  Kerja  Perangkat Daerah
(RENSTRA-SKPD) Tahun 2016-2021 Di Lingkungan
Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar
Tahun 2018 Nomeor 23);

Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016
tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah
Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016
Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Nomor 24 Tehun 2016 tentang Indikator Kinerja
Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah

Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 19)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG  INDIKATOR KINERJA UTAMA  (IKU)
PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasall

Lampiran I Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 tentang indikator

Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar sebagaimana teleh diubah

dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator
Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar diubah sebagaimana tersebut

dalam Lampiran Peraturan Waliketa ini




Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 26 Maret 2019
WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Di undangkan di Blitar
Pada Tanggal 26 Maret 2019

2N

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
Ttd.
Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Sekretariat Daergh Kota Blitar
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

)

AHMAD TOBRONI, S.H.
Pembina Tk I
NIP. 19670909199803 1 008

\
s
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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 22 Tahun 2019
TANGGAL : 26 Maret 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)OPD
PEMERINTAH KOTA BLITAR

1. IKU SEKRETARIAT DAERAH

INSTANSI : SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
TUGAS POKOK : Membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas

perangkat daerah, serta pelayanan administrasi.

FUNGSI : 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; )
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkatdaerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
NO KINERJA UTAMA/TUJUAN/ INDIKATOR PENJELASAN/FORMULASI | PENANGGUNG SUMBER
SASARAN STRATEGIS KINERJA UTAMA PENGHITUNGAN JAWAB Um,wﬂo.
1 Terwujudnya harmonisasi dan | Persentase Produk | Jumlah Peraturan Perundang-undangan | Bagian Hukum | Register
Sinkronisasi Rancangan | Hukum yang tidak | Daerah yang tidak dibatalkan dibagi | dan Organisasi Peraturan
Produk Hukum yang sesuai | dibatalkan Jumlah Peraturan Perundang-undangan g : Perundang-
dengan Peraturan Perundang- Daerah yang sesuai dengan Peraturan | undangan
undangan, kebutuhan Perundang-undangan diatasnya x 100 % daerah
masyarakat dan
penyelenggaraan pemerintahan
daerah




NO KINERJA UTAMA/TUJUAN/ INDIKATOR PENJELASAN/FORMULASI PENANGGUNG SUMBER
SASARAN STRATEGIS KINERJA UTAMA PENGHITUNGAN JAWAB DATA
2 | Meningkatnya tertib | Persentase rumusan | Jumlah rumusan kebijakan yang menjadi | Bagian Tata | Bagian Tata
administrasi pemerintahan kebijakan yang menjadi | kebijakan bidang Pemerintahan Umum | Pemerintahan Pemerthtahan
kebijakan di bidang | dibagi jumlah seluruh rumusan kebijakan
Pemerintahan Umum x 100%
Persentase rumusan | Jumlah rumusan kebijakan yang menjad; | Bagian Bagian
kebijakan yang menjadi | kebijakan bidang Perekonomian dibagl | Perekonomian Perekonomian
kebijakan di bidang | jumlah seluruh rumusan kebijakan x| dan Kesra dan Kesra
Perekonomian 100%
Persentase rumusan | Jumlah rumusan kebijakan yang mepjadi | Bagian Bagian
kebijakan yang menjadi | kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat | Perekonomian Perekonomian
kebijakan di bidang | dibagl jumlah seluruh rumusan kebijakan | dan Kesra dan Kesra
Kesejahteraan Rakyat x 100%
Persentase rumusan | Jumlah rumusan kebijakan yang menjadi | Bagian Bagian
kebijakan yang menjadi | kebijakan bidang Administrasi | Pembangunan Pembangunan
kepijakan.  di bidang | Pembangunan dibagi jumlah seluruh | dan Layanan | dan Layanan
Administrasi rumusan kebijakan x 100% Pengadaan Pengadaan
Pembangunan
Nilai SAKIP SETDA | Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota | Bagian LHE SAKIP
mimmal B Blitar minimal B Pembangunan SKPD
dan Layanan | dari
Pengadaan Inspektorat
Kota Blitar
2
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NO KINERJA UTAMA/TUJUAN/ INDIKATOR PENJELASAN/FORMULASI PENANGGUNG SUMBER
SASARAN STRATEGIS KINERJA UTAMA PENGHITUNGAN JAWAB DATA
3 | TerwujudnyaPelaksanaan Persentase  pelaksanaan| Jumlah pelaksanaan Pengadaan | Bagian Lpse.blitarkota
Pengadaan Barang/Jasa yang | Pengadaan Barang/Jasa| Barang/Jasa melalui e-procurement dibagi | Pembangunan .go.id
sesuai dengan peraturan | melalui e-procurement Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang| dan Layanan Sirup.lkpp.go.i
perundang-undangan diumumkan melalui SIRUP x 100 % Pengadaan d
4 | Terwujudnya kualitas layanan | SurveyKepuasan Hasil survey kepuasan masyarakat | Bagian Umum Laporan hasil
tertib administrasi surat | Masyarakat(SKM) layanan | (KDH/WKDH, OPD dan instansi terkait SKM
menyurat, arsip, administrasi | surat menyurat dan arsip | terhadap pelayanan surat menyurat dan
keuangan, kerumah tanggaan, arsip)
Mwwﬂbuwmmwwbamwﬁmwwﬁowﬂg Survey Kepuasan | Hasil survey kepuasan . mmmm%mwwwmﬁ Bagian Umum WM%MBS hasil
Masyarakat(SKM) layanan | (KDH/WKDH dan bagian di lingkungan
administrasikeuangan Setda) terhadap layanan administrasi
keuangan
Survey Kepuasan | Hasil survey kepuasan | Bagian Umum Laporan hasil
Masyarakat(SKM)} layanan | masyarakat(KDH/WKDH dan bagian SKM
kerumah tanggaan dilingkungan  Setda)terhadap  layanan
kerumah tanggaan .
SurveyKepuasan Hasil survey kepuasan masyarakat| Bagian Umum Laporan hasil
Masyarakat(SKM)layanan | (KDH/WKDH dan bagian di lingkungan SKM
sarana dan prasarana Setda)terhadap layanan sarana dan
prasarana aparatur
SurveyKepuasan Hasil survey kepuasan masyarakat | Bagian Humas | Laporan hasil
Masyarakat{(SKM) layanan | terhadap layanan kehumasan dan | dan Protokol SKM
kehumasan dan | keprotokolan
keprotokolan




2. IKU SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

INSTANSI
TUGAS POKOK

FUNGSI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,

serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan

fungsinya sesuai dengan Wmdcﬁcwmﬁ dan kemampuan keuangan Daerah.

S A

10.

11.
12.

Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

Fasilitasi penyelenggaraan rapat — rapat DPRD;

Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD ;

Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan,
ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;

Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum,
ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja; penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja
di lingkungan kantor;

Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat
pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

Pengelolaan pengaduan masyarakat;

Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Sekretariat DPRD secara berkala

melalui sub domain website Pemerintah Daerah;




S
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13. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan

14. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO KINERJA UTAMA/TUJUAN/ INDIKATOR PENJELASAN/FORMULASI PENANGGUNG SUMBER
SASARAN STRATEGIS KINERJA UTAMA PENGHITUNGAN JAWAB DATA
1 Meningkatnya fasilitasi fungsi | Persentase fasilitasi | Jumlah Propemperda yang difasilitasi | Bagian Hukum | Hasil
Pembentukan Peraturan | pembahasan Peraturan | pembahasannya/Jumlahpropemperda dan Persidangan | Penetapan
daerah Daerah yang dijadwalkan untuk dibahas x 100% Propemperda
2 Meningkatnya fasilitasi fungsi | Persentase  penyampaian | (Jumlah pengiriman Rekomendasi DPRD | Bagian Hasil
pengawasan dan anggaran rekomendasi DPRD / jumlah rekomendasi DPRD) x 100% Pengawasan dan | rekomendasi
Penganggaran DPRD
3 | Meningkatnya kepuasan | Indeks kepuasan DPRD | Survey kepuasan kepada anggota DPRD | Bagian  Umum | Hasil survey
anggota DPRD terhadap kinerja | terhadap  pelayanan  / | terhadap pelayanan / kinerja Sekretariat | dan Keuangan, | kepuasan
Sekretariat DPRD kinerja Sekretariat DPRD DPRD Bagian Hukum

dan Persidangan,
Bagian
Pengawasan dan
Penganggaran




e

3. IKU INSPEKTORAT

INSTANSI INSPEKTORAT
TUGAS POKOK : Membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
FUNGSI - 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan
dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Monitoring dan evaluasi atas tugas pengawasan;
6. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
NO KINERJA UTAMA/TUJUAN/ INDIKATOR PENJELASAN/FORMULASI PENANGGUNG SUMBER DATA
SASARAN STRATEGIS KINERJA UTAMA PENGHITUNGAN JAWARB
1 Meningkatnya tata kelola | Opini BPK atas LKPD Opini BPK atas hasil pemeriksaan LKPD Irban LHP BPK
pemerintahan yang baik di Pemerintah Daerah Kota Blitar Wilayah
bidang pengawasan
Irban Wilayah | LHE SAKIP OPD

Meningkatnya pengawasan
internal yang berkualitas

Persentase OPD dengan
nilai  SAKIP minimal
memuaskan (A)

Jumlah
OPD yang nilai SAKIP minimal A

X 1009
Jumlah OPD yang dievaluasi h
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No | KINERJA UTAMA/TUJUAN/ INDIKATOR PENJELASAN/FORMULASI PENANGGUNG SUMBER DATA
SASARAN STRATEGIS KINERJA UTAMA PENGHITUNGAN JAWAB
Persentase kasus / | Jumlah kasus yang dapat diselesaikan X 100% Irban Wilayah | LHP Kasus
pengaduan  masyarakat Jumlah kasus yang diterima °
yang dapat diselesaikan
Persentase = OPD Irban Wila, LHE SPIP
yang Jumlah hasil evaluasi SPIP OPD rban yah
telah menerapkan SPIP
. yang menerapkan SPIP pada level
pada level terdefinisi ¢ s
erdefinisi X100%
Jumlah OPD yang dievaluasi ?
Jumlah OPD yang telah Irban Wilayah |Penetapan ZI oleh

ditetapkan
WBK/WBBM

sebagai

Jumlah OPD yang telah ditetapkan sebagai
WBK/WBBM oleh KemenPAN dan RB

MENPAN RB
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4. IKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

INSTANSI
TUGAS POKOK

FUNGSI

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

: Membantu Walikota di bidang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi

kewenangan daerah.

o 1.

o

S -

10.

11.

Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan
berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penyelenggaraan tugas perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan ;

Penyelenggaraan pelayanan umum pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan
pengembangan ;

Pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan ;
Pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data pembangunan daerah ;

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan ;

Pengkoordinasi penerapan rencana tata ruang wilayah daerah ;

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan
pengembangan ;

Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan,
ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas badan ;

Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan

sarana prasarana kerja;

12. Penetapan, pelaksaaan, monitoring dan evaluasi standar pelayanan publik (SPP), standar operasional

prosedur (SOP) dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP} dilingkup badan;




N

13. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;

14. Pengelolaan pengaduan masyarakat di

pengembangan;

bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan

15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang urusan perencanaan

pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan secara berkala melalui sub domain website pemerintah

daerah;

16. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan

pengembangan; dan

17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO KINERJA UTAMA/TUJUAN/ INDIKATOR PENJELASAN/FORMULASI PENANGGUNG SUMBER
SASARAN STRATEGIS KINERJA UTAMA PENGHITUNGAN JAWAB DATA
1 Meningkatnya kualitas | Persentase OPDdengan | OPD dengan kualitas perencanaan baik/ | Bidang Sosial | Dokumen
anmwwwbmmb pembangunan | kualitas perencanaan baik | seluruh OPD x 100% Budaya dan | RPJMD,
aer .
Kondisi Baik, konsisten dan selaras Wﬂmwmmwu mmwwgwb
dibuktikan dengan : m.wB angunan, . ?
) Bidang FEkonomi, | Dokumen KUA-
- Kesesuaian program RKPD dengan Infrastruktur dan | PPAS
RPJMD ) Pengembangan Dokumen
- Kesesuaian program APBD dengan Wilayah APBD
RKPD . ) Dokumen
- Kesesuaian tujuan dan program Renstra Evaluasi
OPD dengan sasaran RPJMD program
- Kesesuaian Renja OPD dengan RKPD Pembangunan
- Kesesuaian RKA OPD dengan Renja
OPD
9




NO KINERJA UTAMA/TUJUAN/ INDIKATOR PENJELASAN /FORMULASI PENANGGUNG SUMBER
SASARAN STRATEGIS KINERJA UTAMA PENGHITUNGAN JAWAB DATA
Persentase dokumen | Jumlah dokumen perencanaan sektoral | Bidang Sosial | Dokumen
perencanaan secktoral yang | yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan | Budaya dan | Perencanaan
ditindaklanjuti pembangunan/jumlah dokumen | Evaluasi Sektoral
perencanaan sektoral x 100% Pembangunan,
Bidang Ekonomi,
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah
2 Meningkatnya pemanfaatan | Persentase hasil litbang | Jumlah pengkajian dan penelitian yang | Bidang Penelitian | Dokumen hasil
hasil litbang dalam | yang dimanfaatkan dalam | ditindaklanjuti dalam pelaksanaan | dan penelitian dan
mendukung perencanaan | pelaksanaanpembangunan | pembangunan/jumlah pengkajian dan | Pengembangan pengembangan
pembangunan penelitian x 100%




N

S. IKU BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

INSTANSI
TUGAS POKOK

FUNGSI

: BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

: Melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan;

Pelaksanaan tugas dan dukungan teknis fungsi penunjang keuangan;

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang keuangan;
Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang keuangan;

Pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan kota;

Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan;

Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan,
ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Badan;

8. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan

NSOk

sarana prasaana kerja;

9. Penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP} dilingkup badan;

10. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;

11. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang keuangan,;

12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang keuangan secara berkala
melalui sub domain website Pemerintah Daerah;

13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang keuangan; dan

14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
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N

N

NO KINERJA UTAMA/TUJUAN/ INDIKATOR PENJELASAN/FORMULASI PENANGGUNG SUMBER
SASARAN STRATEGIS KINERJA UTAMA PENGHITUNGAN JAWAB DATA
1 | Meningkatnya kontribusi | Persentase Pendapatan | (Pendapatan Pajak Daerah : PAD) x| - Bidang Laporan PAD
pajak daerah terhadap PAD Pajak Daerah terhadap PAD | 100% Pendataan dan
Penetapan
- Bidang
Penagihan,
keberatan dan
Pengembangan
Potensi .

2 | Meningkatnya Pengelolaan | Persentase Perangkat | (Jumlah Perangkat Daerah yang tertib | Bidang Akuntansi | Laporan
Keuangan Daerah yang tertib, | Daerah yang | penyampaian laporan keuangan (hasil Keuangan
efektif, efisien dan taat | Menyampaikan Laporan | Rekonsiliasi TB 4) : jumlah seluruh Daerah
peraturan perundang- Keuangan tepat waku Perangkat Daerah) x 100%
undangan yang berlaku Ketepatan waktu | Tanggal penyampaian RAPBD sesuai | Bidang Anggaran | Nota

penyusunan RAPBD Kota | Permendagri 13 Tahun 2006 Kesepakatan
Blitar

Persentase Perangkat | (Jumlah OPD dengan realisasi diatas | Bidang LRA

Daerah yang penyerapan | 90% : Jumlah OPD di lingkungan | Perbendaharaan

anggarannya di atas 90 | Pemkot) x 100 %

persen

Persentase Perangkat | (Jumlah PD yang tertib menyampaikan | Bidang Aset Neraca Barang
Daerah yang | Neraca Barang : Jumlah PD) x 100% Daerah
menyampaikan Neraca

Barang Daerah tepat waktu
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6. IKU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

INSTANSI
TUGAS POKOK

FUNGSI

: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

: Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian,

pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.

1.

4

© o N o

11.

Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan peraturan
perundang-undangan; :

Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

Perencanaan operasional dan pelaksanaan program pengembangan dan pembinaan kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan;

Perencanaan operasional dan pelaksanaan program kesejahteraan dan penghargaan pegawai;

Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian PNS daerah
sesuai peraturan perundang-undangan;

Penyusunan penetapan, pengusulan dan pelaksanaan pengadaan formasi PNSD kota;

Pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan kota;
Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan;

Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan,
ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Badan;
Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan
sarana prasarana kerja,

Penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional

Prosedur(SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup Badan Kepegawaian Daerah;
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12. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;

13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepegawaian;

14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang kepegawaian, pendidikan

dan pelatihan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;

15. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan; dan

16. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO KINERJA UTAMA/TUJUAN/ INDIKATOR PENJELASAN/FORMULASI PENANGGUNG SUMBER
SASARAN STRATEGIS KINERJA UTAMA PENGHITUNGAN JAWAB DATA
1 Emabmwmgu\m. Sistem Mutasi | Persentase Penempatan JumlahPegawaiyang Bidang Mutasi, | Rekapitulasi
dan Promosi Berdasarkan | dan Promosi ditempatkan dan Promosi dan | Data
Kompetensi Aparatursesuai dengan dipromosikan sesuai Pengembangan Penempatan
kompetensinya kompetensi X 100% Kompetensi PNS
Jumlah seluruh
Pegawai
2 Meningkatnya kualitas kinerja | Persentase Aparatur yang Jumlah pegawai yang Bidang Pengadaan, | Dokumen SKP
ASN menyusun Sasaran Kinerja menyusun SKP Sesuai Pemberhentian dan | Terevaluasi
Pegawai sesuai Standart Standart X 100% Penilaian Kinerja
Jumlah seluruh pegawai

yang menyusunSKP
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7. IKU BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

INSTANSI
TUGAS POKOK

FUNGSI

BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerahdi Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa, Politik

Dalam Negeri dan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.

9.

Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana berdasar
Peraturan Perundang Undangan;

Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan Umum pada bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri
dan Penanggulangan Bencana,;

Pengkoordinasian penyelenggaraan Kesatuan Bangsa Dalam Negeri dan Penanggulangan Bencana;
Penyelenggaraan tugas kesatuan bangsa . Politik Dalam Negeri serta Bina Penanggulangan Bencana;
Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri serta Bina
Penanggulangan Bencana;

Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam
Negeri serta Bina Penanggulangan Bencana;

Pelaksanaan pengendalian,pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian , pengelolaan
anggaran dan pelaksana Tugas Badan; |

Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan Kantor Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan PBD,;

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tugas dan Kinerja Badan; dan

10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
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NO KINERJA UTAMA/TUJUAN/ INDIKATOR PENJELASAN/FORMULASI PENANGGUNG SUMBER
SASARAN STRATEGIS KINERJA UTAMA PENGHITUNGAN JAWAB DATA
1 Meningkatnya Komunikasi | Persentase Kejadian SARA | Jumlah Kejadian SARA yang Tertangani | Bidang Kesbang Data Kelurahan,
dan Silaturahmi Antar Umat | yang Tertangani dibagi jumlah Kejadian SARA x 100% Kecamatan, dan
Beragama Kepolisian
2 Meningkatnya Partisipasi | Persentase Konflik Sosial | Jumlah Konflik Sosial vang Tertangani | Bidang Ketahanan | Data Kelurahan,
Masyarakat untuk | yang Tertangani dibagi Jumlah Konflik Sosial x 100% Daerah Kecamatan, dan
Menciptakan Kondisi yang Kepolisian
Aman dan Tentram
3 | Meningkatnya Ketangguhan | Persentase Kelurahan | Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana | Bidang Data Kelurahan
Masyarakat dalam | Tangguh Bencana dibagi Jumlah Kelurahan x 100% Penanggulangan dan Kecamatan
Menghadapi Bencana Bencana
4 | MeningkatnyaPemberdayaan Persentase Organisasi | Jumlah Orkemas yang terdaftar dibagi | Bidang Hubungan | Data Ormas,
Lembaga Kemasyarakatan | Kemasyarakatan dan | Jumlah Orkesmas x 100% Antar Lembaga LSM, Yayasan
dan Partai Politik Organisasi Politik yang dan Partai Politik
terdaftar
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15. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pendidikan; dan

16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO KINERJA UTAMA/TUJUAN/ INDIKATOR PENJELASAN/FORMULASI PENANGGUNG SUMBER
SASARAN STRATEGIS KINERJA UTAMA PENGHITUNGAN JAWAB DATA
1 g.wabmwmﬁdﬁ akses dan | Angka Rata-rata Jumlah tahun yang digunakan oleh | Bidang Pembinaan | - Dapodikdas
kualitas pendidikan Lama Sekolah penduduk dalam menjalani pendidikan | Ketenagaan - Dapodik PAUD
wumeEv dengan cakupan @oﬂmsmﬁw usia . Data BPS
mm tahun ke atas (Kombinasi antara
ﬁmemH.cmmw sekolah, jenjang pendidikan
y- & sedang dijalani, keias yang
d*duduki. dan pendidikan  yang
ditamatkan (Data dari BPS))
APM SD/Ml/Paket A Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang | Bidang Pembinaan | - Dapodikdas
SD/MI/Paket A  dibagi Jumlah | Pendidikan Dasar | _ patq BPS
penduduk usia 7-12 tahun x 100% - Data
Dispenduk
Pencapil
APM SMP/MTs/Paket B Jumlah siswa usia 13-15 tahun di| Bidang Pembinaan | - Dapodikdas
jenjangSMP/MTsfPaket B dibagi Jumlah | Pendidikan Dasar - Data BPS
penduduk usia 13-15 tahun x 100% - Data
Dispe€nduk
Pencapil
Angka Rata-Rata UN/USBN | Jumlah nilai ujian nasional SD dibagi | Bidang Pembinaan | Dapodikdas
SD , jumlah mata pelajaran UNAS SD Pendidikan Dasar
Angka Rata-Rata UN/USBN | Jumlah nilai ujian nasional SMP dibagi | Bidang Pembinaan | Dapodikdas

SMP

jumlah mata pelajaran UNAS SMP

Pendidikan Dasar
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NO KINERJA UTAMA/TUJUAN/ INDIKATOR PENJELASAN/FORMULASI PENANGGUNG SUMBER
SASARAN STRATEGIS KINERJA UTAMA PENGHITUNGAN JAWAB DATA
2 | Meningkatnya aksesibilitas | Persentase warga belajar | Jumlah warga belajar PKBM yang | Bidang Pembinaaan | Dapodik Dikmas
dan kualitas Pendidikan Angk | PKBM yang memiliki | memiliki pendidikan kecakapan hidup | PAUD dan PNF
Usia Dini (PAUD), Pendidikan | pendidikan kecakapan | dibagi Jumlah keseluruhan warga
Dasar dan Pendidikan Non | hidup belajar PKBM di Kota Blitar x 100%
Formal APM PAUD Jumlah anak didik PAUD O - 6 Tahun | Bidang Pembinaaan | - Dapodik PAUD
dibagi Jumlah Penduduk 0 - 6 Tahun x | PAUD dan PNF - Data BPS
100% - Data
Dispenduk
Pencapil
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9. IKU DINAS KESEHATAN

INSTANSI
TUGAS POKOK

FUNGSI

DINAS KESEHATAN

: Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatanyang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan.

A o

10.
11.

12.

perumusan kebijakan di bidang Kesehatanberdasarkan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kesehatandan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kesehatan;
penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatandan pelayanan umum dibidang Kesehatan;
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum dibidang kesehatan meliputi
bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat
kesehatan, PKRT serta sumber daya kesehatan,;

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang kesehatan meliputi bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, PKRT serta
sumber daya kesehatan;

penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan Daerah;
penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat
pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;
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N

13. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan kesehatan secara berkala melalui

sub domainwebsite Pemerintah Daerah;

14. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan,

ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas

dinas;

15. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum,

ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;

16. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan me%mam,bmb bekerja di lingkungan kantor;

17. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;

18. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Kesehatan; dan

19. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

KINERJA INDIKATOR PENANGGUNG SUMBER
NO UTAMA/TUJUAN/ KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN JAWAB DATA
SASARAN STRATEGIS
1 | Meningkatnya akses | Indeks Keluarga | Jumlah total capaian kelompok i~dikator dibagi | Bidang Pelayanan | Laporan Bidang
pelayanan Sehat (IKS} Kota | Jumlah kelompok indikator (keluagrga mengikUti | dan Suymber paya | Pelayanan dan
kesehatan Blitar program KB, ib! melakukan persalinan di fasjlitas | Kesehatan, Bidang | Sumber Daya
kesehatan, bayi Mendapat imunisasi dasar lengk?p, | Pencegahan  dan | Keschatan,
bayi mendapat AS[ eksklusif selama 6 bulan, Balita Pengendalian Bidang
mendapatkan @Mu,pmbﬁm:mb pertumbupgn, @mb@amﬁm Penyakit, dan | Pencegahan dan
TB paru mend: P tkan P€ngobatan sesuai standar, | Bidang Kesehatan | Pengendalian
penderita E@nﬁwb@. melaKykan pengobaian secara | Masyarakat Penyakit, dan
terat;;; pende’’ S gan88UYan jiwa mendapatkan Bidang
pengobatan dan pdak ditelantarkan, anggota keluarga Kesehatan
tidak ada yang merokok, keluarga mempunyai Masyarakat
akses/memiliki sarana  air  bergjh, keluarga
mempunyai akses/menggunakan jamban sehat,
keluarga sudah meniadi anggota JKN)
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KINERJA

SUMBER

NO UTAMA/TUJUAN/ INDIKATOR PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN WWZ%MMWM%ZQ
SASARAN STRATEGIS KINERJA UTAMA DATA
2 | Meningkatnya Indeks Kepuasan | Rata-rata hasil survey IKM 3 (tiga) Puskesmas di Kota | Bidang Pelayanan | Laporan Bidang
kualitas  pelayanan | Masyarakat  (IKM) | Blitar dan Sumber Daya | Pelayanan dan
kesehatan masyarakat | terhadap pelayanan Kesehatan Sumber  Daya
Kesehatan

kesehatan

Angka Kematian Ibu
(AKT)

(Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin,
dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu
dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada
kurun waktu yang sama) x100.000

Bidang Keschatan
Masyarakat

Laporan Bidang
Kesehatan
Masyarakat

Angka Kematian | (Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu | Bidang Kesehatan | Laporan Bidang
Bayi (AKB) wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah | Masyarakat Kesehatan
kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu Masyarakat
yang sama} x 1.000
Prevalensi Balita | (Jumlah Balita Stunting dibagi Jumlah seluruh Balita)} | Bidang Kesehatan | Laporan Bidang
Stunting x 100% Masyarakat Kesehatan
Masyarakat
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10. IKU DINAS SOSIAL

INSTANSI
TUGAS POKOK

FUNGSI

DINAS SOSIAL
Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah

dan tugas pembantuan.

perumusan kebijakan di bidang sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan;

pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang sosial;

penyelenggaraan urusan administrasibidang sosial serta pelayanan umum di bidang sosial;

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial;

penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sesuai dengan kewenangan Daerah;
penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat

X NOoU AN

pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

9. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;

10. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang sosial secara berkala melalui
sub domainwebsite Pemerintah Daerah;

11. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang sosial; dan

12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
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NO KINERJA UTAMA/TUJUAN/ INDIKATOR PENJELASAN/FORMULASI PENANGGUNG SUMBER
SASARAN STRATEGIS KINERJA UTAMA PENGHITUNGAN JAWAB DATA
1 | Meningkatnya Persentase Penurunan (N-1)-N Bidang Validasi  Data
Kesejghteraan Penyandang | Penyandang Masalah X 100% Perlindungan dan | PMKS
Masalgh Masyarakat | Kesejahteraan  Masyarakat N-1 Jaminan Sosial
KeSejahteraan Sosial | (PMKS)
(PMKS) Keterangan : ‘
N. : Jumlah PMKS tahun ini
N -1 :Jumlah PMKS tahunkemarin
2 | Meningkatnya kualitas | PersentasePMKS (Lansia, Jumlah PMKS yang sudah dilayani Bidang Pelayanan Hasil Monev/
pelayanan bagi PMKS Fakir Miskin, Anak x 100%| dan Rehabilitasi Laporan Hasil
Bermasalah Sosial, Orang Jumlah PMKS Sosial Kegiatan
Terlantar) yang memperoleh
Pelayanan Rehabilitasi sosial
3 | Meningkatnya PersentasePotensi ~ Sumber | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Bidang Hasil Monev/
Pemberdaygan Fakir | Kesejahteraan gosial (PSKS) MMMH& (P mmmu yang aHEWm QM.MW ww% Pemberdayaan Laporan Hasil
Miskin dan Kelembagaan | yang dipina dan aktif dalam momﬂw penyelenggaraan kesel Qmmﬂooo\o Sosial Kegiatan
Sosial Masyarakat enyel
Y pehyclengsaraan Jumlah PSKS
kesejahteraan sosial
Persentase Fakir Miskin |Jumlah Fakir Miskin terlatih Bidang Hasil Zoﬂ%.\
.. . ] Pemberdayaan Laporan Hasil
yang Mandiri yang Bekerja/berwirausaha . .
< 100% Sosial Kegiatan
(¢]

Jumlah Fakir Miskin Terlatih
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11. IKU DINAS PERHUBUNGAN

INSTANSI
TUGAS POKOK

FUNGSI

S o

8.
9.

DINAS PERHUBUNGAN
: Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas

pembantuan.
Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan;
Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dan pelayaanan umum dibidang perhubungan,;
Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan;
Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan dibidang administrasi kepegawaian, kearsipan,

ketatalaksanaan, ketatausahaan,pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaantugas dinas;
Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum,
ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja,

Penyelenggaraan keamanan kebersihan dan kenyamanan bekerja dilingkungan kantor;

Penyelenggaraan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perhubungan sesuai dengan kewenangan Daerah;

10. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP);
11.Pelaksanaan Sistem Pengendalian Instern Pemerintah (SPIP);
12. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat

pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan,;

13. Pengelolaan Pengaduan masyarakat di bidang perhubungan;

14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Perhubungan secara berkala

melalui sub domain webste Pemerintah Daerah;

15. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli Daerah;
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16. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Perhubungan; dan

17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO KINERJA UTAMA/TUJUAN/ INDIKATOR PENJELASAN/FORMULASI PENANGGUNG SUMBER
SASARAN STRATEGIS KINERJA UTAMA PENGHITUNGAN JAWAB DATA

1 | Meningkatnya Kualitas | Persentase ruas jalan yang | Ruas Jalan yang dilengkapi Bidang Data Ruas Jalan
Sarana dan  Prasarana | dilengkapi kelengkapan | kelengkapan jalan berkeselamatan x 100% | Keselamatan jalan
Perh i

erhubungan jalan berkeselamatan Jumlah Ruas Jal
2 | Meningkatnya Kualitas | Load Faktor Penumpang | Jumlah Penumpang AngkutanSekolah Bidang Terminal | Data Angkutan
Pelayanan Transportasi | Angkutan Sekolah Gratis Gratis dalam tahun n dan Angkutan | Sekolah Gratis
, x100%
Sekolah dan  Terminal . Jalan
Kargo/Barang %cn&. Kapasitas Angkutan Sekolah
Gratis tahun n
Persentase Pemanfaatan | (Luas Terminal Kargo/Barang  yang Data  Terminal
Terminal Kargo/Barang digunakan/ Luas  Total  Terminal Kargo/Barang
Kargo/Barang) x 100%

3 | Meningkatnya Peraihan Wahana  Tata | Predikat WTN pada tahun berkenaan Bidang Lalu Lintas | Penilaian
penyelenggaraan lalu lintas | Nugraha Kementerian
yang tertibaman  dan Perhubungan
lancar
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12. IKU DINAS KGMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

INSTANSI
TUGAS POKDK

FUNGSI

: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
: Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan

bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan.

: 1.

2.

perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian;
pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang
persandian;

pelaksanaan administras<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>